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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA, MENJADI PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang Doa.
b.
Mengingat : 1.

bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang telah mengajukan 2 (dua) buah
Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa yaitu
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak serta Rancangan Peraturan
Daerah tentang Ketahanan Keluarga ;

bahwa usul prakarsa sebagaimana huruf a, perlu
disetujui menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sumedang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4279), sebagaimna telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With
Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang
Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5251);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintahan  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Lepublik Indonesia Nomor 5871);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan terakhir Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5894);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6473);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas
dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Aksesibilitas terhadap Permukiman Pelayanan Publik
dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6540);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6566);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang
Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6601);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang
syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam
Penghormata, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



20.

21.

22.

23.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan
Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016, Nomor 11),
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Perbahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten
Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 3).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 14 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS
2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL
PRAKARSA MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
KESATU : Menyetujui atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan
Daerah Usul Prakarsa yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang.
menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang
KEDUA : Kedua Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana Diktum
KESATU, selanjutnya akan dibahas bersama Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD ttd

KABUPATEN SUMEDANG,
H. MULYA SURYADI, S.Pd., M.Kom.

ttd

Drs. H. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001



